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PERATURAN DAFRAN EATRLUPATEN BANYLUMAS
NOMOR Z TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN DAERAII KADUPATEN
RANVIMAS NOMOR 4 TAITUN 2000 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILTHAN, PELANTIEAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERIENTIAN
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN VANG MATIA ESA
BUPATI BANYTLIMAS,

Menimbang : 4, bahwa berdasarkan Fasal 72 Peraturan Pemarintah
Nomor 76 Tahon 2001 entang  Pedoman  Umum
Pengpimran Menpenai Dess, maka Peratumn
Diacrali Kabupatzn Banyuias Nomor 4 Talwn 2000
tentang Ihta Cara Pencalopan, Femilihan,
Pelantikan, Pemberhenfian Sementars dan
Temberheniran Bepala Desa. perlu discsnatkan;

b. bahwa sehubungan dengan hal ersebut diats, parlo
mengubah Peraturen Daerah Kabupaten Banyumas
Nomaor 4 Tahun 2000 enng Tha Cara Pencalonumn,
Pemiliban, Pelantikan, Pemberientian Sementara
dun Permberbentian Eepala Dess dengan Peraturan
Dacrzh.



Mengingat

I. Undang-undang Nomor 13 Tahunl950 tentang
Pembeninkan Daemh-daerab  Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tenfang
Pemenninhan Daerah (Lembaran Megars Tahun
1999 Momor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

3 Pemuman s~ sRemerintah Nomor 76 Tahum 200
tentang Pedoman Umum Pepgaturan Mengenai
Desa (Lembaran Negara Tahun 200! Nomor 142,
Tambahan Lembaran MNegara Tahun 2001 Nomor
4155);

4. Peramran Daerah Kabupaen Banvomas Nomor 4
Tahun 2000 tenmng Tata Cara Pencaloman,
Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Szmentara
dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Dacrah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 Nomor 7
Seri D).

Dengan Persetujuzn

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

MEMUTIISKAN :

Menetzpkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN DAERAH KABLUPATEN
BANYUMAS NUMOR 4 TAHUN 2000 TENTANG TATA
CARA PENCALCNAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPAL A DESA
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Pazal 1

A. Fasal 4 dinbah, sehingga selengkapnya berbumnyi sebagai berikui

"Pasal 4"

(1) Yang dapat mendaftar dan dipilih scbagai Kepala Desa adalah
penduduk desa sctempat dan bertempat tinggel tetap di Desa yang
bersangkutan paling singkat 1 (satu) Tahun dengan memenuhi
syarat-syarat schagai berikut ;

b.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esg;

sctia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945;

tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam
kegiatan vang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945, G.30.S/PKI dan organisasi terlarang lainnya;;
berpendidikan paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP);

berumur paling rendah 25 (doa puluh lima) tahun dan paling
tinggi 58 (lima puluh delapan) rahun;

sehat jasmam dan rolem yang dibukrikzn dengan Surat
Keterangan Dokter;

nyata-nyaty ldak (erganggo jiwa (inpatamys;

berkelakuan  baik, yanp diboklikan denpan  Surat
Keterangan dari Kepolisian;

Jujur dan adil;

tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak
pidana;

tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan
vang mempunyai kekuatan hukum tetap;

mengenal desanva dan dikenal oleh masyarakat desa
setempai;

bersedia dicalonkan menjadi Kepalz Desa.
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(1) Bagi Calon dari TNI/POLRI, BUMN/BUMD, PNS dan (2) Calon Kepala Desa terpilin sebagaimana dimaksud dalam syat

Perangkat Desa /Swaf Sekretariat EPD, disamping harus (1) diusulkan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat untuk

memenuhi syaral sebagaimand dimaksud dalam ayat (1), juga dizghkan menjadi Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari

harus memiliki Surat lpn / Persetujuan dari pejabal yang setelah Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.

berwenang.

{1} Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sctelah pemilihan

(2 Permohormn Pencalomm Keyuala Desa disjukan secara tertulis | Kepals Desa, Bupali menerhitkan Keputusan tentang

dizmas kemas bermeterai cukup kepacds BPD metalui Paniia Pengeszhan Calon Kepala Die<a terpilik:

Pemilihan vang dibantak untk . !

D,  Hurufasyat(4) Pasal 19 diubah, sehingea selenpkapnya berbumyi ¢
B. Diantate Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Fasal baru yartu Paeal

4a, vang berbunyi 5¢h1g_a.il:-|:rikut : "Pasal 19"
(4) Pembebanan Riaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana
"Pasal da” dimaksud dalam ayar (2) diteniokan sebagal berika
{1) Bagi penduduk dese setempit vang pernab menjabat Kepala Desa a. Higya dari Pemermtah Dazrah dipergunakan untuk bantuar
sclama dua kali masa jabatan di desa vang bersamgkutan, baik penvelengzaraan Pemilihan kepala Desa, :
bermru-turut mavpun tidak berturw-turut tidak diperbolehkan
mencalonkan aian dicalonkan lagh sebagzpi Kepala Desa. E, Pasal 23 ayat (2) diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3)
ditambahkan 2 (k) aya baru yakni ayal (2a) dan aval (2by,
(2) Bagi Penduduk Desa setempat vang pernah menjadi Kepala Desz sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut ©
yang pemberhentiannya tidak dengan bormat alau dengan hormat
karcna mengundurkan diri, tidak diperbolehkan mencalonkan atau "Pasal 23"

dicalonkan lagr sebagei Kepala Desa.

{1) Kepala Desa vang terbukti melakukan pclanggaran
C. Pasal |6diuban, sehingga selengkapnya berunyi - ) Administrasi berar dapat diberhentikan sementara  dari
) jabatannya untuk masz paling lama 6 (enam) bulan.

. "Pasal 16"
(2) Schelum Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana
(1) Calon Kepala Nesa terpilih sehagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dimaksud delam ayat (1) harus didahului dengan peringatan
ayat (1) ditetapkan dengan Keputnsan APTY berdasarkan laporan atau teguran ertulis yang dilakukan olch BPD dan dilaporkan
Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan. kepada Bupati melalu Camat.
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(2a) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam-ayat (2) paling

{20)

(d)

(3)

(6)

banyak 3 (tiga) kali, janzka wikiu unfuk masing-masing
tepuran adalah 30 {tiga puluh) hari.

Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksod dalam ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD melalui
Camat

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sehagaiman
dimaksud dalam ayat (1), diberikan penghasilan 50 % (lima
puluh perscratus) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa.

Selam: Kepala Desa diberhentikan senmentarz, maka pekerjaan
sehari-hari yang bersangkutan dilakykan oleh Sekreraris Thesy
atav Perangkat Desa lainnya yang diangkat oleh Bupad atas
usu! BPD melalut Camat.

Apabila selama mass pewibehentian sementara sehagaimana
dimaksud dalam zyat (1) menunjukkan perbaikan, maka yang
bersangkutan diangkat kembali sebapai Kepala Desa,
schaliknya apabila vang bersangkutan tidak menunjukkan sikap
dan perilaku kearzh perbaikan, maka yang bersangkutan
diberhentikan dari jabaln Kepala Desa.

Penzanzkatan kembali atau pemberhentizn Kepala Desa yvang
diberhentikan sementara schagaimana dimaksud dalam ayat (5)
dilskukan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.

Ayat (1) Pasal 24 diubah, dan disntara ayat (1) dan ayat (2] disisipkan |
(satu) ayat baru yaitu ayat ( 1a), schingga berbuny: sebagai berikut :

i1y

ila)

"Pasal 24"

Kepala Desa yang disangka melakukan suam tindak pidana
kejahatan st tindak  pidans: yang berhubungan dengan
Jabatan, dan dikenakan penshacan  dapat  diberhentikan
SETTIEEAr

Jangka waktu Pemberhentian Sementara  sehagaimana
dimaksud dalam ayat (1) sampai denean dihentikannya
tindakan penyidikan / penuntutan oleh Pejabat yang berwenang
atau sampal dengan acanya putusan dari Pengadilan yang
memiiunvar kekuatan hukum tetap

Pasal 33 diubah. schingga sclengkapmya berburyi |

i2)

(3)

lrm] 33"

Hagi Desa vang sedang melaksanakan Proses pemiliban Kepala
Desa pada saet berlakunya Peraturan Dacrah ini, persyaraan
calon Kepala Desa teinp mengacu pada ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

Kepala Desa yang telah ada pada sant berlakurya Peraturan
Dazrah i tetap melaksanakan tueasnva sampar dengan masa
jabatanmya berakhir menurut peraturan yang berlaku pada saat
pengangkatannya dan dalam melaksonakan tugasnva
berdasarkan Peraturan Daerah i,

Bagi penduduk desa yang pernah menjabat Kepala Desa yang
pemberhentiannya karena berakhirnya masa jabatan dan baru |
(sam) kzli menjabal, dapat mencalonkan atau dicalonkan
sebagal Kepala Desa uniuk satu kali masa jabaton lagi.



Pasal 1T PENJELASAN
ATAS
Peraturan Daerah ini mulai herlakn pack tangpal diundangkan. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYLMAS

NOMOR 2 TAHUN 2004
Agar setiap orang dapat mengetabuinya memerintahkan

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam TENTANG
Lemnbzaran Dacrah Kabupaten Banyumas.

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAIL
J EABUPATEN BANYUMAS

Ditetapkan di Purwokero NOMOR 4 TAHUN 2000
Pada tanggal 14 Januan 2004
BUPATI BANYUMAS TENTANG
td. TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN,
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN
ARIS SETIONG KEPALA DESA
Diundangkan di Purwokerto I. PENJELASAN UMUM
Fada tanpgal 20} Januari 2004

Berdasarkan Pasal 72 Perauran Pemerintah Nomor 76

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS Tahun 2001 tenizng Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa,

Pelaksana Tugas. disebutkan bahwe “Peraturan Daerah mengenai Desa diadakan
peavesuaian berdasarkan Peraturan Pemermtahing.
tid.
Buhws salah saty Feraturan Daerah Kabupaten Banyumas
IMAM DURORI yang mengatur mengenai Desa yang perlu dizdakan penyesuaian
Wakil Bupati J

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 teniang Pedoman
Umum Pengaturan Mengenar Desa, adalah Peraran Daerah
Kabupaten DBanyumas Nomor 4 Tahun 2000 tentang Iata Cara
Pencalopan, Pemilibhan, Pelantikan, Pemberhentian Sementars dan
Pembarhentian Kepala Desa_

LEMBARAN DAERAII KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 2 SERID



Peraturan Daerab Kabupaen Banyumas Nomor 2 Talm
2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 4 Tahun 2000 tesang Tats Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantixan, Pemberbesitian Semenlara dan Pemnberheniion Kepala
Desa, mempakan penyempurnaan yany  disssusikan dengan PP
Nownor 76 Tahum 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mzngenal

Diesa.

PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

A, Pasal 4dayar (D burafas/d
hrufc

- Pasal4 ayar (1) hurufd

- Pasal4 ayat (1) hurufe
- aidhuruf m

Pasal 4 ayat (2)

. Cukup Jelas.

: Sekolah Lanjutan Tingkat

Penama (SLTP) meliputi SMF,
SMEP, ST, MT:, dan vane
setinphat.

¢ Cukup Jelas,

Untuk Perangkat Desa ( Saf
Sekretariat OPD yang akan
mencalonkan sebagai Kepala
Desa, [jin Pencalomannya
diberikan olah Kepala Desa
Apabila di Desa yang
bersangkutan Kepala Desanya
tidak ada (lowomg) ljin
Pencalonannva dikeluarkan
oleh Camat.

B

[ &

Pasal 43
- Pasal |6ayat (1)

- Pasal 16ayat (2)

Pasal | 6ayat(3)

Pasal 19 ayat (4) burafa

u

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

- Yanyg dimaksud dengan
"hari" adalah hari ketja.

- Pengertian "meialui Camat”
dimaksudkan agar Camat
memberikan Rekomendasi
terhadap usulan BED
tersebut,

- Penenmizn wakm “paling
Tarna T (wjub) hari” sudab
termasuk rekomendasi
Camat,

Cukup Jelas.

- Bapman dari Pemerinuahb
Daeral divtsmakan  bagl
Desa kuszng mampu, dalam
arti Desa-desa yang
dikatcgorikan kurang
mampu memperoleh
bantuan lebih besar dan
Desa-desa vang dipandang
nlunpu.

- Bantuen biaya dari
Pemerintah Dacrzh ersebut
antara lain  dipergunakan
untuk :

Biaya penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa di
Desa (pengadaan
formulir, pengpandaan
kartu suara, dsh);



Peraturan Daerab Kabupaen Banyumas Nomor 2 Talm
2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 4 Tahun 2000 tesang Tats Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pelantixan, Pemberbesitian Semenlara dan Pemnberheniion Kepala
Desa, mempakan penyempurnaan yany  disssusikan dengan PP
Nownor 76 Tahum 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mzngenal

Diesa.

PENJELASAN PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

A, Pasal 4dayar (D burafas/d
hrufc

- Pasal4 ayar (1) hurufd

- Pasal4 ayat (1) hurufe
- aidhuruf m

Pasal 4 ayat (2)

. Cukup Jelas.

: Sekolah Lanjutan Tingkat

Penama (SLTP) meliputi SMF,
SMEP, ST, MT:, dan vane
setinphat.

¢ Cukup Jelas,

Untuk Perangkat Desa ( Saf
Sekretariat OPD yang akan
mencalonkan sebagai Kepala
Desa, [jin Pencalomannya
diberikan olah Kepala Desa
Apabila di Desa yang
bersangkutan Kepala Desanya
tidak ada (lowomg) ljin
Pencalonannva dikeluarkan
oleh Camat.

B

[ &

Pasal 43
- Pasal |6ayat (1)

- Pasal 16ayat (2)

Pasal | 6ayat(3)

Pasal 19 ayat (4) burafa

u

Cukup Jelas.
Cukup Jelas.

- Yanyg dimaksud dengan
"hari" adalah hari ketja.

- Pengertian "meialui Camat”
dimaksudkan agar Camat
memberikan Rekomendasi
terhadap usulan BED
tersebut,

- Penenmizn wakm “paling
Tarna T (wjub) hari” sudab
termasuk rekomendasi
Camat,

Cukup Jelas.

- Bapman dari Pemerinuahb
Daeral divtsmakan  bagl
Desa kuszng mampu, dalam
arti Desa-desa yang
dikatcgorikan kurang
mampu memperoleh
bantuan lebih besar dan
Desa-desa vang dipandang
nlunpu.

- Bantuen biaya dari
Pemerintah Dacrzh ersebut
antara lain  dipergunakan
untuk :

Biaya penyelenggaraan
pemilihan Kepala Desa di
Desa (pengadaan
formulir, pengpandaan
kartu suara, dsh);



D, Pasal 23 ayat(1)

Prsal 23 ayat (2)

Pasal 23 ayat(2a)

- DBizya Nengamanan;
Biayz Pengesshan dan
Pelantikan Kepala Desa,

Yang dimaksud dengan “terbukti”
adalah bukii-hukti yang didasarkan
pada hasil pemeriksaan, penzlitian,
dan pemilaian olch Pejabat yang
berwenang.

Ying dimaksud dengan
*Pelanggaran Adminlstrasi Berat”
adalah tindakzn Kepala Desa yang
3EWC!IH1I.E—U-"I.‘L'.HIIE artan
menyalahgunakan weowenang.
misalnva : menggunakan vang Kas
Dese untuk kepontingan pribadi,
melaksanakan sesuatu hal yang tidak
sesual demgan program yang telah
ditentukan, tidak melaksanakan mgas
selama jamgha waktu berentu 12npa
thsertai- alasan yarg  dipertanggung
jawabkan, dsb pclanggaran-
pelanggaran vang dilakukan Kepala
Desa.

Cukup Jelzs,

‘Paling bamyak 3 (liga) kali®
maksudoyva apabila ditegur satu kali
atau dua kali vang bersangkutan telah
memperbaiki  kesalahannya, maka
tidek perly ade tcguran yang Ketiga
kalnya.

12

L

E.

Fasal 23 ayat{2b) s/d
ayat (4)

= Pasal 23 ayut (5)

Pasal 24 ayat (1)

Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2}
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Cukup Jelas,

. Pengangkatan kembali

Kepala Desa yaugp
diberhentikan  Sementara
harus dissulkan oleh BPD
kepada Bupati melalui
Camar dengan disertai alasan
dan  dilampiri bukti-bukt
perbaikzn yang
hersangkutan.

Pemberhentian Kepule Desa
knrena yang bercanghutan
setelah diberhentikan
Sementara Lidak
memperbaiki kesalahanme,
hamis dinsulkan oleli BPD
Kepada Bupati  disertai
alasan dan Berita Acara BPD
serta date lain yang
menun|ukkan yang
bersangkutan tidak
memperbaiki kesalahanoya.

Maksud diherhentikan
scmentara adalah untuk
memperlancar jalarnya
penyidikan dan pelaksanaan
tugas-tugas Pemerintahan
Dega.

Cuakup Jelas.



- Pasal 33 ayat (3)

Pasal I1
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Yenp dimaksud dengan "satu
knli menjabat” adalah masza
jabhatan yang
pengangkatannya
berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan  yang
berlaku maupun yang
berlaku sebelumnya.

Cukup Jelas



